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Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek Mencatat dan menemukan ada
pelanggaran atribut alat peraga kampanye, seperti contoh: Alat Peraga Kampanye
(APK) yang menempel di fasilitas umum, Tim Sukses Paslon memasang alat
peraga kampanye ilegal yang ketentuan dan desainnya tidak sesuai prosedur yang
itu semua dilakukan oleh peserta Pilkada tahun 2020 dari kedua belah pihak
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek. Padahal
ketentuan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah tertera jelas sesuai
dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 dan peraturan KPU Nomor 28 Tahun
2018.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana optimasilasi
penerapan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga
Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020? 2) Bagaimana peran Bawaslu
Kabupaten Trenggalek dalam penertiban pelanggaran atribut alat peraga
kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Figih Siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif
dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara
mendalam, observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis
menggunakan kondensasi data dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi peran Bawaslu
dalam menanganan pelanggaran atribut alat peraga kampanye yang dilakukan oleh
tim pendukung paslon peserta Pilkada tahun 2020 Kabupaten Trenggalek yaitu
penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, pelanggaran terhadap
alat peraga kampanye juga terjadi apabila tim pendukung calon memasangnya di
tempat yang dilarang, seperti fasilitas umum, bangunan pemerintah, atau lokasi
yang memiliki sensitivitas politik. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak
sesuai dengan lokasi yang diizinkan juga dianggap sebagai pelanggaran.
Selanjutnya, pelanggaran terhadap alat peraga kampanye juga dapat terjadi jika
tim pendukung calon menggunakan atribut yang melanggar kode etik atau norma
sosial. 2) dalam Fiqih Siyasah Salah satu tugas utama Bawaslu Kabupaten
Trenggalek adalah memastikan bahwa semua aktivitas kampanye dilakukan sesuai
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dengan aturan yang berlaku dalam hukum siyasah. Mereka memantau dan
memeriksa setiap alat peraga kampanye yang dipasang oleh calon kepala daerah
dan timnya. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam menangani laporan
pelanggaran kampanye yang diterima dari masyarakat. Bawaslu bekerja sama
dengan berbagai pihak terkait, sepertt KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan aparat
keamanan, untuk menjaga keberlangsungan proses pemilihan yang bersih dan
jujur. Tindakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye
yang dilakukan oleh Bawaslu memberikan jaminan bahwa pemilihan tersebut
dilaksanakan secara adil, bebas, dan demokratis.
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ABSTRACT
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Regency), Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, Sayyid
State Islamic University Ali Rahmatullah, 2023, Supervisor: Nurush Shobahah,
M.H.L
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This research was motivated by the existence of the General Election
Supervisory Board (Bawaslu) of Trenggalek Regency which recorded and found
violations of the attributes of campaign props, for example: Campaign Props
(APK) attached to public facilities, the Paslon Success Team installed illegal
campaign props that the provisions and design are not in accordance with the
procedure, all of which were carried out by participants in the 2020 Pilkada from
both sides of the candidate pair for Regent and Deputy Regent of Trenggalek
Regency. Even though the provisions for installing Campaign Props are clearly
stated in accordance with KPU regulations number 4 of 2017 and KPU regulations
Number 28 of 2018.

The formulation of the problem in this research is: 1) How to optimize the
implementation of the Trenggalek Regency Bawaslu in Controlling Campaign
Props in the 2020 Regional Head Election? 2) What is the role of the Trenggalek
Regency Bawaslu in controlling violations of campaign tool attributes in the 2020
Regional Head Elections from the Siyasah Figh Perspective?

The research method used in writing this thesis is the type of research used
in writing this thesis is a qualitative research with an empiric juridical approach,
namely studying the applicable legal provisions and what happens in reality in
society. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews,
observation and documentation. In data analysis techniques, the authors use data
condensation and data analysis.

The results of this study indicate that: 1) Optimizing the role of Bawaslu in
handling violations of the attributes of campaign props carried out by the support
team for candidate pairs participating in the 2020 regional elections in Trenggalek
Regency, namely the use of campaign props that are not in accordance with the
provisions set by the General Election Commission (KPU) . In addition, violations
against campaign props also occur when the candidate's support team installs them
in prohibited places, such as public facilities, government buildings, or locations
that have political sensitivity. Installing campaign props that are not in accordance
with permitted locations is also considered a violation. Furthermore, violations of
campaign props can also occur if the candidate's support team uses attributes that
violate the code of ethics or social norms. 2) in Figh Siyasa One of the main tasks
of the Trenggalek Regency Bawaslu is to ensure that all campaign activities are
carried out in accordance with the rules that apply in siyasa law. They monitor and
check every campaign props put up by regional head candidates and their teams.

XVii



Apart from that, Bawaslu also plays a role in handling reports of campaign
violations received from the public. Bawaslu cooperates with various related
parties, such as the KPU (General Election Commission) and security forces, to
maintain the continuity of a clean and honest election process. Monitoring and
prosecution of campaign violations committed by Bawaslu provide assurance that
the elections are held in a fair, free and democratic manner.
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